
BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN DESA KEPADA GUBERNUR 

Garis proses 
Garis tembusan 
Ketidaklengkapan syarat 

S Durasi pelaksanaan 

Desa atau 
gabungan desa 

Tembusan kepada: 

Tembusan kepada Menteri dapat 
dilakukan secara online 

Menteri 
LHK 

Bupati/ 
Walikota 

Ke pa la 
UPT 

Ke pa la 
KPH 

Belum lengkap 

Pemohon melengkapi 
kekurangan syarat 
administrasi permohonan 

Sudahlengkap 

Dirjen PSKL atas nama Menteri 
LHK menerbitkan HPHD 

~ 5 hari 

Kepala Dishut Provinsi menyerahkan 
hasil verifikasi kepada Dirjen PSKL 

~ 3 hari 

Dirjen PSKL meminta hasil verifikasi 
kepada Kepala Dishut Provinsi 

~ 2 hari 

· Hutan Desa (HD): Hutan negara yang 
~ dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan desa. 

Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD): 
Hak pengelolaan pada kawasan hutan 
lindung dan hutan produksi yang 
diberikan kepada lembaga desa. 

Mitra donor 

~~PENEllTIANPAOA 1!1 I "OO~M 
~fi9 Hutan, Pohon dan 
CGIAR Wanatani 

$ 
JLIFAD 
Investing in rural people 

Dirjen PSKL meminta 
keterangan kepada Gubernur 

~ 3 hari 

f...... Dasar hukum: 
- 1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/ 
Setjen/KUM.1/10/2016 tentang 
Perhutanan Sosial. 

3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.11/ PSKL/ 
SET/PSL.0/11/ 2016 tentang Pedoman 
Verifikasi Permohonan HPHD. 

Pokja PPS: Kelompok Kerja yang membantu 
fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan 
perhutanan sosial. 

Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations gef 

Mitra penel itian 

<i 
GFAR 

Kepala Dishut Provinsi melakukan 
verifikasi administrasi permohonan 

~ 2 hari 

Hasil verifikasi administrasi 
lengkap/tidak lengkap 

~ 7 hari 

Kepala Dishut Provinsi 
melakukan verifikasi permohonan 

~ 7 hari 

Kepala Dishut Provinsi menyiapkan 
konsep SK HPHD 

~ 3 hari 

Penerbitan HPHD oleh 
Gubernur 

~ 5 hari 

Menteri LHK dapat mendelegasikan kewenangan pemberian 
HPHD kepada Gubernur, dengan syarat: 
a. Pemerintah provinsi telah memasukkan perhutanan sosial 

ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
atau 

b. Mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan 
Sosial; 

c. Memiliki Anggaran Perhutanan Sosial dalam APBD Provinsi. 

Pendelegasian kewenangan dari Menteri LHK kepada 
Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

S A F i R www.cifor.org/gcs-tenure 


